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ABSTRAK 

Pergeseran paradigma Mahkamah Konstitusi (MK) dari negative legislature 

menjadi positive legislature hal ini memicu perdebatan mengenai batas 

kewenangan hakim dalam memberikan putusan, terutama ketika putusan tersebut 

memuat norma baru yang bersifat mengatur. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengkaji secara mendalam urgensi sifat positive legislator tersebut dalam 

perspektif judicial activism serta relevansinya terhadap prinsip-prinsip keadilan dan 

kemaslahatan yang terkandung dalam teori siyasah qadhaiyyah, analisis dilakukan 

untuk menilai sejauh mana sifat positive legislator yang dilakukan oleh MK dalam 

memutus suatu perkara. 

Penelitian ini mengkaji perluasan putusan MK melalui perspektif judicial 

activism dan siyasah qadhaiyyah untuk menilai kesesuaiannya dengan konstitusi 

dan tujuan kesejahteraan rakyat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis 

normatif dengan sifat deskriptif analitik, dan dengan pendekatan yaitu pendekatan 

perundang undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Teori yaang 

dipakai untuk menjadi pisau analisis yaitu teori Judicial activism, teori trias 

politica, dan teori siyasah qadhaiyyah 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan positive legislator pada kasus 

tersebut, ditinjau dari judicial activism, sejalan dengan UUD 1945 karena bertujuan 

untuk melindungi hak warga negara dan mencegah kekosongan hukum. Secara 

siyasah qadhaiyyah, langkah ini adalah ijtihad qadha’i yang mengutamakan prinsip 

maqashid al-syari’ah (keadilan, kemaslahatan, dan kesetaraan). Oleh karena itu, 

putusan ini berkontribusi positif pada terciptanya demokrasi yang lebih sehat. 

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Judicial Activism, Positive legislator  
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ABSTRACT 

The Constitutional Court's paradigm shift from negative legislature to 

positive legislature has sparked debate regarding the limits of judges' authority in 

deciding cases, especially when the decision contains new regulatory norms. This 

study aims to examine in depth the urgency of the nature of positive legislator in the 

perspective of judicial activism and its relevance to the principles of justice and 

benefit contained in the theory of siyasah qadhaiyyah. The analysis is conducted to 

assess the extent to which the MK acts as a positive legislator in deciding a case. 

This study examines the expansion of the Constitutional Court's decisions 

through the perspectives of judicial activism and siyasah qadhaiyyah to assess their 

conformity with the constitution and the goal of public welfare. This study uses a 

normative juridical method with a descriptive-analytical and approaches, namely 

the legislation approach, the conceptual approach, and the case approach. The 

theories used as analytical tools are the theory of judicial activism, the theory of 

trias politica, and the theory of siyasah qadhaiyyah. 

The results of the study show that the positive decision of the legislator in 

this case, when viewed from the perspective of judicial activism, is in line with the 

1945 Constitution because it aims to protect the rights of citizens and prevent legal 

vacuums. In terms of siyasah qadhaiyyah, this step is ijtihad qadha'i which 

prioritizes the principles of maqashid al-syari'ah (justice, benefit, and equality). 

Therefore, this ruling contributes positively to the creation of a healthier democracy 

Keywords: Constitutional Court, Judicial Activism, Positive legislator  



iii 
 

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI 

 

  



iv 
 

HALAMAN PENGESAHAN 

  



v 
 

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN 

 

  



vi 
 

MOTTO 

 

“Apapun yang sudah kamu mulai selesaikan sampai akhir, jangan jadi pengecut 

yang hanya sibuk melarikan diri” 

 (Vadhlee)   
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan 

bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan 

Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini 

meng- gunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama 

Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya 

adalah sebagai berikut: 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba‘ B Be ب

 Ta‘ T Te ت

 Ṡa‘ Ś es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ḥa‘ Ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha‘ Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż ze (dengan titik di atas) ذ

 Ra‘ R Er ر

 Zai Z Zet ز
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 Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama  

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Ṣad Ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍad Ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ṭa‘ Ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa‘ Ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 Ain ‗ koma terbalik di atas‗ ع

 Gain G Ge غ

 Fa‘ F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L ‗el ل

 Mim M ‗em م

 Nun N ‗en ن

 Waw W W و

 Ha‘ H Ha ه

 Hamzah ‗ Apostrof ء

 Ya‘ Y Ye ي
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B. Konsosnan Rangkap karena Syaddah   

دةَ ٌ  Ditulis muta’addidah مُتعََد ِّ

دَّة ٌ  Ditulis ’iddah عِّ

C. Ta‘ Marbûţah di Akhir Kata 

1. Bila dimatikan ditulis h 

كْمَة ٌ  Ditulis ḥikmah حِّ

لَّة ٌ  Ditulis ’illah عِّ

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap 

dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila 

dikehendaki lafal aslinya). 

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka 

ditulis dengan h 

 ’Ditulis Karāmah al-Auliyā كَرَامَةٌُالْْوَْلِّيَاءٌِّ

3. Bila ta’ marbûţah hidup atau dengan harakat fatḥah kasrah dan 

ḍammah ditulis t atau h. 

D. Vokal Pendek  

1. ----  َ  ̄ ---- Fatḥah Ditulis a 

2. ----  َ_ ---- Kasrah Ditulis i 

3. ----  َ  ---- Ḍammah Ditulis u 

  

الْفِّطْرٌِّزَكَاةٌُ  Ditulis Zakāt al-Fiṭr 
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E.  Vokal Pnajang 

1. 

Fatḥah + alif 

 إستحسانٌ

Ditulis 

Ditulis 

ā 

Istiḥsān 

2. 

Fatḥah + ya’ mati 

 أنثى

Ditulis 

Ditulis 

ā 

Unśā 

3. 

Kasrah + yā’ mati 

 العلواني

Ditulis 

Ditulis 

ī 

al-‘Ālwānī 

4. 

Ḍammah + wāwu 

mati 

 علومٌ

Ditulis 

 

Ditulis 

û 

 

‘Ulûm 

I. Vokal Rangkap  

1. 

Fatḥah + ya’ mati 

مٌْ هِّ  غَيْرِّ

Ditulis 

Ditulis 

ai 

Gairihim 

2. 

Fatḥah + wawu mati 

 قول

Ditulis 

Ditulis 

au 

Qaul 

II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan 

Apostrof 

 Ditulis a’antum أأنتم

 Ditulis u’iddat أعدتٌ

 Ditulis la’in syakartum لئَِّنٌْشَكَرْتمٌُْ
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III.  Kata Sandang Alif +Lam 

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah 

 Ditulis Al-Qur’ān القرآنٌ

 Ditulis al-Qiyās الْقِّيَاسٌُ

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya. 

سَالَةٌُ  Ditulis ar-Risālah الر ِّ

 ’Ditulis an-Nisā الن ِّسَاءٌُ

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya. 

أْيٌِّ  Ditulis Ahl ar-Ra’yi أهَْلٌُالرَّ

 Ditulis Ahl as-Sunnah أهَْلٌُالسُّنَّةٌِّ
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KATA PENGANTAR 

حْمٰنِ  اٰللِّ  بسِْمِ  حِيْمِ  الرَّ الرَّ  

ِ  الَْحَمْد   دًا  أنََّ  وَأشَْهَد   لَه ، شَرِيْكَ  لَ  وَحْدَه   الل   إِلَّ  إلِٰهَ  لَ  أنَْ  أشَْهَد  . الْعاَلَمِيْنَ، رَبِ   لِِلٰ حَمَّ عَبْد ه   م   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Undang Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan kegita atas 

undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi  yang 

selanjutnya disebut UU MK pada Pasal 57 menyebutkan bahwa kewenangan 

Mahkamah Konstitusi hanya berhak menyatakan bahwa suatu undang-undang 

dapat dinilai cacat baik secara formil ataupun secara materil. Namun terdapat 

problematika terkait perluasan sifat putusan yang dikeluarkan Mahkamah 

Konstitusi. Untuk masalah yang pertama, Ada beberapa putusan Mahkamah 

Konstitusi  yang bersifat ultra petita atau sesuatu hal yang sebenarnya tidak 

diminta oleh pemohon dan hal ini mengarah pada intervensi ke dalam bidang 

legislasi maka putusan ultra petita ini seringnya mengarah pada sifat positive 

legislature Mahkamha konstitusi.1 Selain itu ada juga jenis putusan yang dapat 

dinilai melanggar asas nemo judex in causa sua (larangan memutus hal-hal 

yang menyangkut dirinya sendiri), serta putusan yang didasarkan pada 

pertentangan antara satu undang-undang dengan undang- undang lain.  

Selain itu kini keberadaan Pasal 57 dirasa mengakibatkan mempersempit 

ruang gerak bagi Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi dalam arti 

negative legislature memiliki wewenang untuk membatalkan atau menyatakan 

 
1 Moh. Mahfud MD, Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu, (Jakarta: Rajawali Pers 

tahun 2010), hlm 278 
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sah atau tidak sahnya suatu undang undang yang dikaji sesuai dengan Undang 

Undang Dasar 1945. Sedangkan Mahkamah Konstitusi dalam arti positive 

legislature memiliki sebuah wewenang untuk memberikan sebuah pandangan 

yang memperjelas dan melengkapi isi dari undang undang yang dikaji jika 

terdapat kekosongan hukum atau ketidak jelasan dalam Undang Undang 

tersebut. Mahkamah Konstitusi dapat mengisi kekosongan hukum dan 

memberikan kepastian hukum melalui putusan- putusan yang bersifat Positive 

legislature.2  

Praktiknya juga terdapat putusan Mahkamah Konstitusi yang membuatnya 

memainkan peran positive legislature, diantaranya Putusan Nomor 102/PUU-

VII/2009, Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009, dan Putusan Nomor 110-111-112- 

113/PUU-VII/2009,3dan masih banyak lagi. Namun penelitian ini akan 

berfokus pada Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang syarat partai politik 

dan gabungan partai politik sebagai pengusul pasangan calon kepala daerah. 

Dalam putusan tersebut memuat bahwa Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-

Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. Perkara ini diajukan oleh partai buruh dan partai gelora 

 
2 Abdul Rahman Maulana Siregar, Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian 

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Bandung: Karya Pers, 2017), hlm. 78. 
3 Martitah, 2013, Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature ke Positive legislature, 

(Jakarta: Konstitusi Press,2013) hlm 11 
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yang merasa hak nya terganggu dengan adanya pasal 40 ayat (3) Undang 

Undang a quo. Sehingga dalam putusannya Mahkamah Konstitusi mengubah 

terkait ketentuan ambang batas pencalonan Kepala Daerah yang tadinya 20% 

(dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 

25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam 

pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang 

bersangkutan, menjadi 6,5% hingga 10% suara sah ditingkat Provinsi dan 

Kabupaten/Kota.4  

Putusan MK tersebut memiliki dampak signifikan terhadap mekanisme 

pencalonan kepala daerah. Dengan penurunan ambang batas pencalonan 

sehingga memberikan kesempatan lebih besar bagi partai kecil untuk 

mencalonkan pasangan calon kepala daerah. Perubahan itu dengan harapan 

mampu mengurangi dominasi partai-partai besar. Selain itu, perubahan tersebut 

juga dapat meminimalkan potensi munculnya calon tunggal di suatu daerah. 

Sehingga pada akhirnya bisa meningkatkan kualitas demokrasi lokal5 

Namun jika ditinjau lagi pada kewenangan Mahkamah Konstitusi  dalam 

menangani perkara dimana Mahkamah Konstitusi  hanya berhak meninjau dan 

memutus suatu perkara konstitusional atau inkonstitusional. Putusan Nomor 

60/PUU-XXII/2024 merupakan putusan yang bersifat positive legislature, 

dimana dalam amar putusannya MK menambahkan serta merubah beberapa 

 
4 Ibid 
5 Hasim Hartono, “Urgensi Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 Terhadap 

Penyelenggaraan Pilkada Tahun2024,” Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara 1, no. 4 (2024), 

hlm. 5381.   
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ketentuan terkait ambang batas pencalonan kepala daerah, hal ini dirasa tidak 

sejalan dengan pasal 57 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 yang 

menyebutkan MK hanya berhak menyatakan sebuah undang-undang cacat dari 

materil atau formil saja, akan tetapi putusan ini tetap bersifat final dan mengikat 

serta erga omnes.  

Kontroversi putusan Mahkamah Konstitusi  yang bersifat positive 

legislature ini masih perlu dikaji lebih dengan teori siyasah qadhaiyyah yang 

mencakup terkait prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam penegakan 

hukum, sehingga dalam  hal  ini  hakim  Mahkamah  Konstitusi melalui  

putusannya  tidak  hanya  menafsirkan  undang-undang  secara  tekstual,  tetapi  

juga memertimbangkan  dampak  sosial,  politik,  dan  moral  dari  syarat-syarat  

tersebut  terhadap stabilitas negara dan hak-hak warganya.6   

Sifat positive legislator yang di jalankan oleh Mahkamah Konstitusi juga 

merupakan sebagai responsifitas hukum yang terus berkembang dengan tujuan 

mencapai keadilan bagi masyarakat, kondisi Mahkamah Konstitusi dalam 

keadaan seperti ini sering disebut dengan judicial activsm. Oleh karena itu 

penelitian ini juga perlu mengkaji kesesuain koridor MK dalam memutus 

putusan yang berisifat positive legislator ini, apakah sudah sesuai dengan 

ketentuan ketentuan yang ada pada teori judicial activism.  

 
6 Aan Afandi, Beni Ahmad Saebani, Nas Nasrudin, ”Tinjauan Siyasah Qadhaiyyah 

Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Mengenai Ketentuan 

Tambahan Pengalaman Menjabat Kepala Daerah dan Syarat Usia Minimal Calon Presiden dan 

Calon Wakil Presiden”, Unnes Law Review Vol. 7, No. 1, (September 2024) 
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Sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan bahwa Mahkamah 

Konstitusi sebagai positive legislature apakah baik bagi kemaslahatan 

masyarakat indonesia atau hanya sebagai alat dari kepentingan kepentingan 

politik yang harus dipenuhi. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka penulis 

merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang sifat putusannya 

merupakan positive legislator dianalisis dari sudut pandang judicial 

activism? 

2. Bagaimana putusan a quo yang bersifat positive legislature ditinjau dari 

persfektif siyasah qaadhaiyyah? 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang sifat 

putusannya merupakan positive legislator dianalisis dari sudut pandang 

judicial activism 

2. Untuk mengetahui bagaimana putusan a quo yang bersifat positive 

legislature ditinjau dari persfektif siyasah qaadhaiyyah 

D. Kegunaan Penelitian  

Diharapkan pe.mbaca akan me .ndapatkan manfaat te .oritis dan praktis dari 

pe.ne.litian ini. Ke.gunaan dari pe.ne.litian diuraikan se .bagai be.rikut: 
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1. Secara teoritis, penulis khususnya dan juga pembaca diharapkan 

memperoleh pengetahuan baru dari tulisan ini, terutama bagi mahasiswa 

dan akademisi lainnya. Selain itu, dengan tulisan ini, penulis juga 

berharap dapat menambah dan melengkapi perbendaharaan literatur 

ilmiah dengan memberikan perspektif hukum tata negara terkait 

pergeseran mahkamah konsitusi kini sebagai positive dan negative 

legislature dari sudut pandang siyasah qadhaiyyah. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun 

orang lain dan untuk melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk 

memenuhi tugas akhir sebagai syarat kelulusan sarjana atau strata satu 

bagi mahasiswa program studi hukum tata negara fakultas syari’ah dan 

hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

E. Telaah Pustaka 

Setelah melakukan penelusuran literartur mengenai kewenangan 

Mahkamah Konstitusi  sebagai positive legislature lalu ditinjau pari persfektif 

islam yaitu siyasah qadhaiyyah ditemukan beberaapa literartur yang sudah 

lebih dahulu meneliti terkait hal tersebut, namun dari beberapa penelitian 

tersebut memiliki perbedaan. Maka untuk menghindari plagiarisme ataupun 

penyalahgunaan karya tulis disini penulis akan memaparkan terkait telaah 

pustaka sebagai komparasi dari tulisan ini dengan tulisan sebelumnya. 

  Literatur pertama, merupakah karya tulis skripsi yang disusun oleh Agung 

Budiyanto dari fakultas hukum universitas muhammadiyah surakarta yang 

berjudul ”Mahkamah Konstitusi  Sebagai Positive legislature (studi Putusan 
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Nomor 28/PUU-XI/2013 dan Putusan 85/PUU-XI/2013)”. Dalam penelitian 

ini membahas MK mengeluarkan putusan yang bersifat ultra petita sekaligus 

bertindak sebagai positive legislature dalam Putusan Nomor 28/PUU-XI/2013 

dengan tujuan menghindari kekacauan ataupun kevakuman hukum yang terjadi 

di masyarakat dengan menggunakan kewenangan dikresinya sebagai terobosan 

hukum untuk menciptakan putusan yang progresif dan responsive. Perbedaan 

dengan yang diteliti oleh penulis terletak pada objek penelitian, pada penelitian 

ini menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi  nomor 60/PUU-XXII/2024 

tentang syarat partai politik dan gabungan partai politik sebagai pengusul 

pasangan calon kepala daerah.7 

 Literatur kedua, merupakan karya tulis ilmiah berupa skripsi yang ditulis 

oleh Wendi Pranji Nababan dari Fakultas Hukum Universitas Jambi yang 

berjudul ”Kewenangan Mahkamah Konstitusi  Sebagai Positive legislature 

Ditinjau Dari Teori Keadilan (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor 

90/PUU-XXI/2023)”. Dalam penelitian ini membahas terkait peran Mahkamah 

Konstitusi  sebagai positive legislature dalam Putusan Nomor 90/PUU-

XXI/2023 dan menganalisis dengan teori keadilan menurut plato yang 

mengedepankan asas keadilan moral dan procedural. Perbedaan dengan 

penelitian penulis yaitu terletak pada teori yang digunakan, dalam penelitian 

ini penulis menggunkan teori hukum responsif, teori trias politica, dan teori 

 
7 Agung Budiyanto, ” Mahkamah Konstitusi Sebagai Positive legislature (studi putusan 

nomor 28/PUU-XI/2013 dan Putusan 85/PUU-XI/2013)”, Skripsi tidak diterbitkan, Surakarta: 

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, (2016)  
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siyasah dusturiah sebagai pisau analisis penelitian. Selain itu objek putusannya 

pun berbeda.8 

 Literatur ketiga, merupakan artikel jurnal yang diterbitkan oleh Unes Law 

Review karya Aan Afandi, Beni Ahmad Saebani, Nas Nasrudin yang berjudul 

”Tinjauan Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi  

Nomor 90/PUU-XXI/2023 Mengenai Ketentuan Tambahan Pengalaman 

Menjabat Kepala Daerah dan Syarat Usia Minimal Calon Presiden dan Calon 

Wakil Presiden”. Penelitian ini yang secara lebih spesifik membahas mengenai 

tambahan syarat pengalaman sebagai kepala daerah dan usia minimal calon 

presiden dan wakil presiden perspektif Siyasah Qadhaiyyah, yang menekankan 

keadilan dan kemaslahatan umum relevansinya dengan usia calon presiden dan 

wakilnya minimal 40 tahun dan memiliki pengalaman menjabat pada 

pemerintahan. Berbeda dengan penelitian ini yang akan berfokus pada 

kewenangan Mahkamah Konstitusi  yang bergeser paradigma sebagai positive 

legislature dalam Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024.9 

F. Kerangka Teoritik 

Kerangka teoritik diperlukan  untuk menjelaskan penelitian yang sedang 

dilakukan saat ini, dengan harapan dapat memberikan kontribusi pemikiran 

 
8 Wendi Pranji Nababan, ” Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Positive legislature 

Ditinjau Dari Teori Keadilan (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023)”, 

Skripsi tidak diterbitkan, Jambi: Fakultas Hukum Universitas Jambi, (2025) 
9 Aan Afandi, Beni Ahmad Saebani, Nas Nasrudin, ”Tinjauan Siyasah Qadhaiyyah 

Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Mengenai Ketentuan 

Tambahan Pengalaman Menjabat Kepala Daerah dan Syarat Usia Minimal Calon Presiden dan 

Calon Wakil Presiden”, Unnes Law Review Vol. 7, No. 1, (September 2024) 
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baru dalam ilmu pengetahuan di bidang hukum. Oleh karena itu teori yang 

penulis gunakan dalam tulisan ini yaitu.  

1. Teori Judicial Activism 

Judicial activism menurut Ronny Rahman Nitibaskara dan Bambang 

Widodo Umar merupakan suatu kecenderuangan dari hakim ataupun aparat 

penegak hukum dalam mengembangkan (memperluas ataupun 

mempersempit) suatu pengertian hukum ataupun ketentuan dalam 

konstitusi ataupun peraturan perundang-undangan menurut pendapatnya 

sendiri dan diluar konteks maksud dari sang pembuat undang-undang. 

Hasil dari penafsiran tersebut ialah menciptakan pencapaian hukum yang 

dikehendaki yaitu sebuah keadilan yang ilmiah, sehingga untuk 

menciptakan keadilan yang ilmiah ini harus mengesampingkan batasan 

batasan yang ada di dalamnya termasuk pula batasan yang ada pada 

peraturan perundang-undangan.10 Hal ini sejalan pula dengan konsep 

hukum responsif yang bersifat terbuka dengan perubahan-perubahan sosial 

dengan tujuan tercapainya keadilan publik, karena sifatnya yang terbuka 

maka hukum responsif ini harus peka dengan keadaan sekitar.11 Maka 

dengan teori ini dapat membedah terkait pergeseran paradigma dimana 

seharusnya Mahkamah Konstitusi yang bertugas sebagai negative 

legislature namun seiring berkembangnya waktu bisa juga sebagai positive 

 
10 Ahamad Syahrizal, Peradilan Konstitusi, (Jakarta: Pradnya Paramitha 2006), hlm 293 
11 Rafael Don Bosco, Hukum Responsif: pilihan di masa transisi, (Jakarta, Huma, 2003), 

hlm. 43 
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legislature dengan teori ini dapat mengkaji terkait apakah sudah 

tercapainya keadilan yang ilmiah bagi seluruh masyarakat atau belum.   

2. Teori Trias Politica  

Teori ini lebih dulu di kemukakan oleh John Locke, seorang filsuf 

Inggris. Kemudian, konsep ini dikembangkan oleh Montesquieu, dimana 

teori ini berkonsep pada pemisahan kekuasaan yang tujuannya mencegah 

kekuasaan negara bersifat absolut, selain itu juga agar terciptanya sifat 

Check and Balance antar lembaga negara. Dalam teori trias politica ini 

Montesquieu membagi menjadi 3 cabang kekuasaan yaitu: eksekutif 

dimana bertugas sebagai pelaksana undang-undang, Legislatif berfungsi 

sebagai pembuat undang-undang, dan Yudikatif berfungsi untuk 

mengadili.12 Jika ditarik dari penelitian ini, teori trias politica dirasa relvan 

dan mampu untuk mengkupas isu yang diangkat, karena dengan teori ini 

bisa diketahui apakah pergeseran Mahkamah Konstitusi  sebagai positive 

legislature sudah sejalan dengan tujuan teori ini atau memang terjadi 

penyimpangan.  

3. Teori Siyasah Qadhaiyyah  

Siyasah Qadhaiyyah adalah politik hukum perundang-undangan dan 

peradilan, yang memainkan peran penting dalam memahami dasar-dasar 

hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara. Siyasah 

Qadhaiyyah mencakup prinsip keadilan, kepastian, dan kemaslahatan 

 
12 Reynaldi Jodi Witardi dan Stefanus Sianturi, eksistensi penerapan trias politica dalam 

pemisahan kekuasaan yang sejajar beserta dampaknya terhadap kekuatan Lembaga negara 

independent”, Jurnal Dinamika Hukum dan Masyarakat Vol. 5 No. 1, (Agustus 2022) 
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hukum. Dalam hal ini hakim Mahkamah Konstitusi  melalui putusannya 

tidak hanya menafsirkan undang-undang secara tekstual, tetapi juga 

memertimbangkan dampak sosial, politik, dan moral dari syarat-syarat 

tersebut terhadap stabilitas negara dan hak-hak warganya. Siyasah 

Qadhaiyyah juga menekankan pentingnya keseimbangan antara hak 

individu dan kepentingan umum,13 maka dengan itu teori ini sangat sesuai 

untuk meninjau putusan Mahkamah Konstitusi  yang bersifat positive 

legislature memenuhi syarat-syarat serta prinsip hukum siyasah 

qadhaiiyah atau tidak. 

G. Metode Penelitian  

Pentingnya metode penelitian dalam kepenulisan ini untuk membatu dalam 

pengumpulan data agar menghasilkan hasil yang akurat dan relvan selain itu 

juga untuk meningkatkaan validitas hasil penelitian, metode yang diterapkan 

adalah sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis 

normative. atau kepustakaan, atau yuridis kepustakaan, jenis penelitian 

yang berfokus pada penerapan prinsip atau standar hukum positif.14 

Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumen 

 
13 Aan Afandi, Beni Ahmad Saebani, Nas Nasrudin,”Tinjauan Siyasah Qadhaiyyah 

Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Mengenai Ketentuan 

Tambahan Pengalaman Menjabat Kepala Daerah dan Syarat Usia Minimal Calon Presiden dan 

Calon Wakil Presiden”, Unnes Law Review Vol. 7, No. 1, (September 2024) 
14 Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Jilid II, (Malang: 

Bayumedia Publising,2006) hlm. 295. 
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teori atau konsep yang berguna untuk menyelesaikan masalah hukum. 

Dengam metode ini bertujuan untuk menginterpretasikan dan 

menganalisis terkait putusan Mahkamah Konstitusi  nomor 60/PUU-

XXII/2024 yang bersifat positive legislature yang dinilai mencampuri 

kewenangan DPR sebagai pembuat undang-undang.  

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, metode ini akan 

mendeskipsikan objek penelitian dimana disini Mahkamah Konstitusi  

sebagai objek penelitian, lalu akan dilakukan analisis problematika 

terhaadap objek penelitian yaitu putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor 

60/PUU-XXII/2024 yang dimana tidak sesuai dengan kewenangan 

Mahkamah Konstitusi  yang harusnya mengeluarkan putusan negative 

legislature namun pada putusan ini Mahkamah Konstitusi  bertindak 

sebagai positive legislature.  

3. Sumber Data 

a. Bahan hukum primer yaitu sumber hukum yang mengikat dan 

menjadi dasar bahan hukum sekunder serta memiliki kekuatan 

hukum langsung seperti: Peraturan Perundang Undangan, Ketetapan 

MPR, Keputusan Presiden, Perjanjian Internasional, Putusan 

Hakim, Piagam Internasional, Konvensi Internasional. Dan dalam 

penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa: 

1. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
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2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan 

3. Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga 

Undang Undang 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi  

4. Peraturan Mahkamah Konstitusi  Nomor 2 Tahun 2021 tentang 

Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.  

5. Putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor 60/PUU-XXII/2024 

tentang Syarat Partai Politik dan Gabungan Partai Politik sebagai 

Pengusul Pasangan Calon Kepala Daerah 

b. Bahan Hukum Sekunder bahan hukum yang menunjang bahan 

hukum primer, bahan hukum ini berasal dari artikel jurnal, skripsi 

terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian ini.  

c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang berfungsi untuk 

melengkapi bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum ini 

berasal dari kamus dan sejenisnya yang masih relvan dengan tema 

penelitian.  

4. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

perundang undangan (Statute Approach), dimana pendekatan ini 

dilakukan dengan cara menelaah terhadap perundang-undangan yang 

sangkut pautnya sangat dekat dengan isu Mahkamah Konstitusi  sebagai 

positive legislature. Dengan pendekatan ini akan menghasilkan ratio 

legis atau dasar lahirnya fenemone hukum tersebut, sehingga mampu 
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menyimpulkan ada tidaknya benturan filosofis antara produk hukum 

yang di hasilkan dengan isu hukum yang dihadapi. 

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual 

(Conceptual Approach), pendekatan ini beranjak dari pandangan dan 

doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari 

pandangan-pandang doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan 

menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, 

konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu 

yang dihadapi.15 Metode ini membantu peneliti untuk membuat 

argumen hukum dengan memecahkan isu hukum Mahkamah Konstitusi  

bersifat positive legislature mengunakan konsep siyasah qadhaiyyah.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (Case Approach) 

dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang 

berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan 

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.16 Dalam 

penelitian ini menggunakan Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 

sebagai kasus yang akan diteliti dari isu putusan Mahkamah Konstitusi  

yang bersifat positive legislature 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini mengunakan teknik pengumpulan data dengan 

metode studi kepustakaan, dengan mengumpulkan sumber dari bahan 

 
15 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, (Bandung : PT Kharisma Putra 

utama,2015), hlm. 133 
16 Ibid,. 
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hukum sekunder seperti buku, jurnal, skripsi yang berkaitan dengan 

putusan Mahkamah Konstitusi  yang bersifat positive legislature, lalu 

menganalisis Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan ditarik pada 

persfektif siyasah qadhaiyah. 

6. Analisis Data 

Data yang telah terkumpul di analisis menggunakan pisau penelitian 

dimana tahapan pertama yang dilakukan adalah melakukan inventarisasi 

peraturan perundang undangan yang relvan dengan isu yang diangkat, 

selain itu juga menganalisa doktirn doktirin hukum yang terkait dengan 

persoalan objek penelitian, tahapan kedua yaitu mempelajari atau 

mengkaji serta mengklasifikasikan data dengan tujuan untuk 

menyederhanakan agar data yang ditemukan mudah dipahami. Lalu 

tahap terakhir merupakan konklusi yang diperoleh setelah analisis data, 

sehingga pada tahap ini melahirkan hukum in concreto.  

H. Sistematika Pembahasan  

Sistematika pembahasan dalam proposal skripsi berjudul ” Sifat Positive 

legislature Pada Putusan Mahkamah Konstitusi  Tentang Ambang Batas 

Pencalonan Kepala Daerah”  

Bab pertama, yaitu Pendahuluan, yang akan menyajikan latar belakang 

yang komperhensif dari penelitian yang dilakukan. Lalu akan memuat 

Rumusan Masalah yang akan menjadi fokus utama untuk dianalisis. Tujuan 

Penelitian sebagai acuan yang hendak dicapai dalam penelitian. Lalu 

memaparkan terkait Kegunaan Penelitian baik secara teoretis maupun praktis, 
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Telaah Pustaka untuk memetakan penelitian terdahulu. Kerangka Teoritik 

sebagai landasan analisis. Metodologi Penelitian yang menjelaskan pendekatan 

dan prosedur riset, serta Sistematika Pembahasan yang menguraikan struktur 

penulisan secara keseluruhan.  

Bab Kedua memuat Landasan Teori, yang merupakan fondasi pemikiran 

dalam penelitian ini. Bagian ini secara khusus menguraikan dan mengelaborasi 

teori-teori yang akan digunakan sebagai pisau analisis untuk meninjau objek 

penelitian. Teori-teori tersebut mencakup Teori Judicial Activism, Teori Trias 

Politica (untuk mengukur batas kewenangan), serta Teori Siyasah Qadhaiyyah  

Bab ketiga, memuat terkait kedudukan dan kewenangan Mahkamah 

Konstitusi  serta menjabarkan jenis dan sifat putusan Mahkamah Konstitusi . 

Selain itu, bab ini akan memberikan gambaran umum dan penjelasan mengenai 

Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 

Bab keempat, akan menyampaikan hasil analisis mengenai kewenangan 

Mahkamah Konstitusi  sebagai positive legislature pada Putusan Nomor 

60/PUU-XXII/2024 ditinjau dalam aspek judicial activism dan persfektif 

siyasah qadhaiyyah.  

Bab terakhir yaitu penutup, akan memaparkan kesimpulan dari penelitian 

ini serta memberikan saran saran yang bertujuan untuk kemajuan dalam bidang 

hukum yang menjadi fokus penelitian.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari penjabaran dan uraian masalah diatas terkait Sifat Positive legislature 

Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Ambang Batas Pencalonan 

Kepala Daerah dapat ditarik sebuah kesimpulan dari berbagai aspek 

diantaranya: 

1. Sifat positive legislator yang di jalankan oleh Mahkamah Konstitusi  adalah 

sebagai upaya dalam perlindungan hak konstitusional setiap warga negara. 

Selain itu hal ini juga sebuah langkah yang efektif dalam menanggapi 

kompleksitas hukum yang kian berkembang, dimana hal tersebut sering 

kali belum diatur dalam undang undang, maka demi menghindari 

kekosongan hukum tersebut Mahkamah Konstitusi mengambil langkah 

maju dengan menafsirkan hukum yang lebih dalam, dan membuat putusan 

yang bersifat mengatur bukan sekedar menyatakan pasal tersebut 

bertentangan atau tidak dengan Undang Undang Dasar. Langkah maju yang 

di tempuh Mahkamah Konstitusi  inilah suatu bentuk dari prinsip Judicial 

Activism. Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang ambang batas 

pencalonan kepala daerah ini merupakan salah satu putusan yang bersifat 

positive legislatur. Jika dianalisis putusan ini juga sudah menerapkan 

prinsip-prinsip judicial activism yaitu pada dimensi Substance, karena 

Mahkamah Konstitusi lebih mengedepankan keadilan substantif bukan 

keadilan prosedural saja. Selain itu putusan ini digolongkan pada dimensi 
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Availability of an Alternate Policymake, Mahkamah Konstitusi  

memandang bahwa peran legislatif dirasa gagal dalam membuat kebijakan 

sehingga melanggar hak konstitusional, oleh karena itu Mahkamah 

berperan aktif untuk mengubah kebijakan terkait ambang batas tersebut. 

Dengan peran aktif Mahkamah Konstitusi  tersebut berimplikasi pada 

sistem demokrasi di Indonesia, karena dengan turunnya ambang batas 

pencalonan tersebut maka memberikan kesempatan pada partai partai kecil 

dan calon independen dalam berkontestasi sehingga angka terkait calon 

tunggal di tiap daerah berkurang daan memberikan kesempatan yang lebih 

bagi masyarakat untuk memilih dan dipilih. 

2. Putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang 

ambang batas pencalonan kepala daerah yang diatur dalam Pasal 40 

Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 dianggap membatasi hak partai 

politik dalam mencalonkan paasangan calon kepala daerah sehingga dirasa 

mempersempit ruang partisipasi politik dan dapat menimbulkan dominasi 

oligarki partai besar. Sehingga Mahkamah Konstitusi  menilai hal tersebut 

bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat, kesetaraan akses politik 

sebagaimana yang tertuang dalam Undang Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia. Persfektif Siyasah Qadhaiyyah menilai Putusan Nomor 

60/PUU-XXII/2024 mencerminkan ijtihad qadha’i yang  mengedepankan  

prinsip-prinsip maqashid  al-syari’ah,  seperti al-‘adl (keadilan), al-

maslahah (kemaslahatan umum), dan al-musawah (kesetaraan). Dengan 

putusan ini Mahkamah Konstitusi  berhasil membuka kembali ruang 
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demokrasi yang lebih inklusif dan representatif. Partisipasi  politik  yang  

setara  tidak  hanya  menjadi  hak  konstitusional warga  negara,  tetapi  juga  

bagian  integral  dari  tujuan  syariat  dalam  menjaga  akal, kebebasan, dan 

hak-hak kolektif umat. 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitan diatas terkait Sifat Positive legislature Pada 

Putusan Mahkamah Konstitusi  Tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala 

Daerah penulis menyarankan:  

1. Hakim Mahkamah Konstitusi  dalam meneraapkan dan membuat putusan 

yang bersifat positive legislator diharapkan selalu mematuhi batasan 

batasan. Walaupun langkah yang diambil Mahkamah Konstitusi dalam 

membuat putusan yang sifat positive legislator ini bertujuan untuk 

melindungi hak konstitusional warga negara, tetapi mahkamah juga harus 

menjaga keseimbangan terkait peran yudisial dan fungsi legislasi, sehingga 

tidak melampaui batas prinsip prinsip separation of powers yang diatur 

dalam UUD 1945. 

Perlunya diatur lebih rigid terkait putusan putusan Mahkamah Konstitusi 

yang sifatnya mulai bermacam macam terutama terkait putusan yang bersifat 

ultra petita dan positive legislatur. Pengaturan yang lebih rigid ini nantinya 

akan memuat terkait batasan-batasan dan alasan-alasan apa saja yang boleh 

menjadi acuan Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan putusan 

yang bersifat ultra petita dan positive legislator ini. Hal ini bertujuan agar 
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Mahkamah Konstitusi tidak dinilai sebagai lembaga yang super body yang 

selalu berlindung pada UUD 1945.
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